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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ Zo£/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/055/2023
TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN

Menimbang

Mengingat

1.

DAERAH KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa  sehubungan adanya  perubahan  susunan
keanggotaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
Kabupaten Tabalong, sehingga perlu melakukan Perubahan
Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/055/2023
tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5604);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6442);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 162);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/
KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan
Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 7);



Menetapkan
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 262);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor

188.45/055/2023 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Tabalong, yang telah

ditetapkan pada tanggal 07 Februari 2023, diubah sebagai

berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 Fade 2024

T"PJ BUPATI TABALONG
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?HAMIDA MUNAWARAH
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta.

2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan di
Banjarbaru.

3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 206 /2024
TANGGAL 032 9ud %Ml

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG

No

JABATAN DALAM DINAS

JABATAN DALAM
OTORITAS

KETERANGAN

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tabalong

Ketua OKKPD

Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Koordinator
Pengawasan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Sub Koordinator
Teknis

Analis Pasar Hasil Pertanian pada
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Sub Koordinator
Administrasi

Pengawas Harga Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Pengawas/PPC

Analis Ketahanan Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Pengawas /PPC

Penyuluh Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Pengawas/PPC

Pengelola Ketahanan Pangan pada
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Pengawas/PPC

Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Staf Administrasi

10.

Pendamping Desa Mandiri Pangan
pada Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tabalong

Staf Administrasi
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 90k /2024
TANGGAL 6% W 3039

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

KABUPATEN TABALONG
Ketua OKKPD
Koordinator
Pengawasan
Sub Koordinator Sub Koordinator
Teknis Administrasi
Pengawas/PPC Staf Administrasi
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